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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Kebijakan Yang Mengatur Tentang Survivor, antara lain: 

1. Tap MPRS No. XXV/1966 Pembubaran PKI, pernyataan organisasi 

terlarang di seluruh wilayah negara RI bagi PKI dan larangan setiap 

kegiatan untuk menyebarkan/ mengembangkan paham atau ajaran 

komunise/marxisme, leninisme. (Masih berlaku). 

2. UU No. 3/1967 Dewan Pertimbangan Agung; Pasal 4-e untuk menjadi 

anggota DPA, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

gerakan kontra revolusi G30S/PKI/organisasi terlarang. 

3. UU No. 15/1969 Pemilihan umum anggota-anggota Badan 

Permusyawaratan Perwakilan Rakyat; Pasal 2, WNI bekas anggota 

organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya yang terlibat 

langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi 

G30S/PKI/organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan 

dipilih. 

4. UU No. 5/1985 Referendum; Pasal 11 ayat 2-a untuk dapat dari daftar 

dalam pemberi pendapat rakyat, harus dipenuhi syarat-syarat bukan bekas 

anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau 

bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung. 

5. UU No. 14/1985 Mahkamah Agung; Pasal 7 ayat 1d untuk dapat diangkat 

menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat: bukan bekas 

anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya. 

6. UU No. 2/1986 Peradilan Umum; Pasal 14 ayat 1d untuk diangkat menjadi 

hakim pengadilan negeri, seorang calon bukan bekas anggota organisasi 
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terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/ bukan seseorang yang 

terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI. 

7. UU No. 5/1986 Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 14 ayat 1d untuk 

diangkat menjadi Hakim pada pengadilan TUN, seorang hakim bukan 

bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi 

massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam 

G30S/PKI. 

8. UU No. 7/1989 Peradilan Agama; Pasal 13 ayat 1d untuk diangkat 

menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang Hakim bukan bekas 

anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan 

seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI. 

9. UU No. 17/1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; Pasal 8d untuk 

dapat menjadi anggota setiap calon bukan bekas anggota organisasi 

terlarang PKI termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat 

langsung/ tidak langsung dalam G30S/ PKI. 

10. UU No.5/1991 Kejaksaan Negeri; Pasal 9d syarat untuk diangkat menjadi 

jaksa tidak boleh bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk 

organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak 

langsung dalam G30S/PKI. 

11. UU No. 3/1999 Pemilihan Umum; 

Pasal 43 ayat 1f seorang calon anggota DPP, DPRD I, DPRD II adalah 

bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi 

massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam 

G30S/PKI. 
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12. UU No. 4/1999 Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 

3 ayat 1d bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk 

organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak 

langsung dalam G30S/PKI. 

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981: Larangan menjadi 

pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, guru, pendeta, dan sebagainya 

bagi mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/1965 

dan mereka yang tidak ‘bersih lingkungan’. 

14. Keputusan Presiden No.16 Tahun 1990: Penelitian khusus (Litsus) bagi 

calon pegawai negeri sipil, anggota DPR dan notaris. 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 1991: KTP seumur hidup 

tak berlaku bagi WNI yang berusia 60 tahun tapi pernah terlibat langsung 

ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang (OT). 

16. UU No. 43/1999 tentang Perubahan Azas UU No. 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok- Pokok Kepegawaian: Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak 

dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Ideologi 

negara, Pancasila, UU Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang 

menentang negara dan pemerintah (Pasal 23 Ayat 5 b). 

17. UU no. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah: Syarat kepala daerah tidak 

pernah terlibat dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang 

dinyatakan dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri (Pasal 33 c). 
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18. UU No. 31/2002 tentang Partai Politik: Partai politik dilarang menganut, 

mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham 

komunisme/Marxisme- Leninisme (Pasal 19 Ayat 5). 

19. UU No. 12/2003 tentang Pemilu: Syarat caIon anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi maupun kabupaten/kota bukan bekas anggota organisasi terlarang 

PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat 

langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang 

lainnya (Pasal 60 g). 

20. UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: Syarat 

calon presiden dan wakil presiden bukan bekas anggota terlarang PKI 

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 

dalam G30S/PKI (Pasal 6 s).  

Sumber:  Sayfa Aulia Achidsti, Kekerasan Pasca 65 dan Proyek 
Pengaburan Sejarah ‘Formal’,Indoprogress, 12 Agustus 2013 pada 
http://indoprogress.com/2013/08/kekerasan-pasca-1965-dan-proyek-
pengkaburan-sejarah-formal/ diakses 16 Desember 2014 pukul 11.31 
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